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Motto

“No one can make you successful; the will to success comes from within." ['ve
made this my motto. ['ve internalized it to the point of understanding that the
success of my actions and/or endeavors doesn't depend on anyone else, and that
includes a possible failure.”

Fabrizio Moreira
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ABSTRAK

Abstrak—Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan
mendapatkan gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas
Airlangga. Tujuan praktis yang hendak dicapai yakni untuk mempelajari apakah
eksekusi lelang hak tanggungan harus melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau
bisa dilakukan tanpa adanya restrukturisasi terlebih dahulu berdasarkan Undang
— Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian
menunjukan bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab - bab
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan dapat
dilakukan dengan melalui restrukturisasi terlebih dahulu atau berdasarkan Undang
— Undang No. 4 Tahun 1996, dan harus sesuai dengan kesepakatan antara kreditur
dan debitur didalam perjanjian kredit yang mereka lakukan.

Selain itu didalam penulisan ini saya juga mengemukakan bahwa debitur dapat
diberikan perlindungan hukum jika lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak
sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996.

Kata Kunci: Perdata, Lelang, Hak Tanggungan
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ABSTRACT

Abstract - The purpose of this paper as a requirement for graduation and get a
Master of Public Notary at the Faculty of Law, Airlangga University. Practical
purposes to be achieved, mortgage auction executions must be restructuring acts
first or without restructuring acts same as mortgage rules by Law No. 44 Years
1996. The results showed that Based on the description that has been described in
previous chapters mortgage auction executions did without restructuring first or
same as mortgage law did, and it can be with contract agreements between bank
and debitor.

In the my practical purpose i show that debitor has rights if someday mortgage
auction executions doesn’t comply with mortgage law did.

Keywords : Private Law, Auction, Mortgage
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya
pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa
memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur
pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang
semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat
menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu,
perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan
tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai
penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga
diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional.
Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan
penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam
proses penyesuaian dimaksud.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai nilai
strategis dalam kehidupan perekonomian nasional. Lembaga tersebut

dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana

1
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(surplus of fund), dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana
(lack of funds), sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya, yaitu
sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary)'. Dari berbagai
lembaga perbankan tersebut, salah satunya yaitu lembaga keuangan bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar
peranannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat, dalam menjalankan
perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang
bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya. Adapun pemberian kredit itu
dilakukan dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang
giral.? Dana yang diterima dari masyarakat dapat berbentuk simpanan berupa
tabungan, giro, atau deposito, dan pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank.
Misalnya lewat pasar uang (money market),pendepositoan investasi dalam bentuk
lain dan terutama dalam pemberian kredit. Kredit dalam kegiatan perbankan
merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari
usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan
provisi.?

Perihal perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 10
tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang
Perbankan (UU Perbankan). Pengertian kredit dijumpai dalam Pasal 1 ayat (11)
UU Perbankan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah : “Penyediaan uang

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

"Muhammad Djumhana, Hukum Di Indonesia, Citra Aditya Bkti, Bandung, 2000, h.77
2 0.P. Simorangkir, Kamus Perbankan, Bina Aksara, 1989, Bandung, h. 33

3 Muhammad Djumhana, Op. Cit, h. 298
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kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga.” Kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank selain menghimpun dana
dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada yang membutuhkan dalam
bentuk pemberian kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan.

Dilihat dari pihak kreditor, maka unsur yang paling penting dalam
kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya
dengan mengharapkan pengembalian prestasi, sedangkan bagi debitor adalah
bantuan dari kreditor untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang
diberikan kreditor. Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi
tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu
tertentu. Kondisi ini mengakibatkan adanya risiko, berupa ketidakpastian
pengembalian prestasi yang telah diberikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu
jaminan dalam pemberian kredit tersebut.

Untuk mengurangi risiko tersebut, sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8
ayat (1) Undang-Undang Perbankan dijelaskan, ‘“untuk mengurangi risiko
tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah
dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah debitur untuk
melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor
penting yang harus diperhatikan oleh bank”. Untuk memperoleh keyakinan
tersebut sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang

seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan menjadi salah satu unsur
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jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat
diperoleh keyakinan atas kemampuan debitor mengembalikan hutangnya, agunan
dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang
bersangkutan.

Benda yang digunakan sebagai jaminan bank tersebut apabila ternyata
debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka jaminan tersebut disita
untuk dieksekusi. Istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Menurut
Muhammad Djumhana, apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana
yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian
kredit menurut Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit,
maka jaminan itu adalah: “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk
melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Dengan demikian, mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh
Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini menurut Djumhana yang tepat
sebenarnya harus memakai istilah agunan®. Jaminan yang ideal (baik) tersebut
terlihat dari’:

1) Dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang
memerlukannya ;
2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan

(meneruskan) usahanya ;

3) Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa mudah
diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitor.

4 Ibid, h. 516

5> Subekti, Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Cetakan
I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, h. 29
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Mengenai jenis kredit menurut jaminannya dibedakan menjadi dua, yaitu® :

Kredit tanpa jaminan atau kredit blangko (unsecured loan), yaitu
pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya
sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah
dibonafiditas, kejujuran dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan
maupun kegiatan usaha yang dijalanninya.

Dalam praktik perbankan modern, pemberian kredit seperti ini sering
dilakukan. Di Indonesia pada dasarnya kredit tanpa jaminan fisik
(materiil) ini juga dikenal dan telah banyak dilakukan, hanya dasar
pemberiannya bukan karena nasabah tersebut telah teruji bonafiditasnya,

kejujuran, dan ketaatannya dalam transaksi perbankan ataupun kegiatan

Kredit dengan jaminan (secured loan)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya
keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan pada adanya agunan
atau jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat
produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini
dimaksudkan untuk memudahkan kreditur. Apabila debitur wanprestasi,
bank segera dapat menerima pelunasan utangnya melalui cara pelelangan
atas agunan tersebut. Hal demikian dilakukan guna menekan seminal
mungkin resiko apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kredit yang

diberikan kepada nasabahnya. Dalam praktik kegiatan perkreditan di

1.
usahanya.
2.
® Muhammad Djumhana, Op. Cit, h. 497
TESIS
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Indonesia, model kredit yang ada jaminan (agunan) seperti inilah yang

lebih banyak dipraktikkan.

Dalam pemberian kredit, jika debitur wanprestasi, maka benda yang diikat
sebagai jaminan dapat dieksekusi. Istilah eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan
putusan atau dapat pula diartikan sebagai menjalankan putusan pengadilan, yang
melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum
apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu
dapat dilakukan apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi dibedakan dalam 2 (dua)
bentuk, yaitu:

1) eksekusi riil adalah yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan
pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang:

a. telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. bersifat dijalankan lebih dahulu;

c. berbentuk provisi, dan

d. berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.

2) eksekusi pembayaran sejumlah uvang tidak hanya didasarkan akta yang
gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-
undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan
hukum yang tetap, berupa:

a. grosse akta pengakuan utang;

b. grosse akta hipotek/hak tanggungan;

*Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam Pembuktian dan
Eksekusi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 119.
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c. akta verband.’

Eksekusi riil hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk
melakukan suatu tindakan nyata atau riil, yang berarti merupakan pelaksanaan
putusan pengadilan didasarkan atas suatu sengketa antara pihak-pihak. Dalam
suatu sengketa di pengadilan oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini penggugat
agar dalam gugatannya jika dikabulkan tidak menang di atas kertas, disertakan
pula permohonan sita atas benda milik tergugat. Benda yang disita tersebut
dimaksudkan sebagai pelaksanaan putusan jika tergugat secara sukarela tidak
melaksanakan putusan pengadilan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan akta yang
gunanya untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh undang-undang
disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Akta yang digunakan sebagai dasar eksekusi adalah surat yang ditanda tangani,
dibuat untuk digunakan sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk
keperluan siapa surat itu dibuat.® Padahal tidak semua akta dapat dijadikan dasar
eksekusi, melainkan akta yang harus dibuat memenuhi syarat-syarat tertentu. Akta
yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah akta yang di dalamnya
terdapat titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta
yang terdapat kata tersebut disebut dengan grosse, yaitu salinan atau turunan dari

suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat titel eksekutorial “Demi

SIbid., h. 120.

®Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, terjemahan Isa Arif, Intermasa, Jakarta, 1978, h. 52.
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Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Grosse akta tersebut
mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang tetap.’
Eksekusi benda jaminan bermasalah ketika sebelumnya antara debitur
dengan kreditur telah sepakat adanya penjadwalan kembali kreditnya atau yang
merupakan salah satu upaya restrukturisasi. Restrukturisasi Kredit menurut Pasal
52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas
Aset Bank Umum (yang untuk seterusnya cukup disebut PBI No. 14/ 15/ Pbi/
2012).
Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang
memenubhi kriteria sebagai berikut:
a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;
dan
b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PBI No. 14/15/Pbi/2012
restrukturisasi kredit dapat dilakukan jika nasabah memenuhi kriteria sebagai

berikut :

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi

kewajiban setelah restrukturisasi.

Kesepakatan restrukturisasi kredit tersebut ternyata bank menjual benda

jaminan tanpa adanya pemberitahuan, yang menurut debitur menggapnya bahwa

"Victor M. Situmorang, Op. Cit., h. 47-48.
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dengan adanya restrukturisasi kredit, bank tidak segera menjual benda agunan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 237 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 128/ PMK. 06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Bab XVIII tentang
Lelang, pada bagian pertama tentang Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan,
yang menyatakan “Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan

secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjualan Hutang”.

Bank BNI (Persero) mengajukan permohonan lelang benda berupa hak
atas tanah, menurut pihak debitur belum diberitahukan mengenai besarnya kredit
yang harus dibayar, karenanya mengajukan gugatan pembatalan lelang.
Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam putusannya No.
1502 K/Pdt/ 2012, amarnya menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi: Herman Laksana tersebut karena mengangap Herman Laksana selaku
debitor melakukan wanprestasi sehingga berdasarkan Pasal 1155 KUHPer, dan
Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (yang

seterusnya disebut UU. No. 4 Tahun 1996).

Pasal 1155 Bw mengatur : Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak
untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau
setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada
ketentuan jangka waktu yang pasti.

Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:
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yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia
jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya
bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak.
Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau
melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur
berhak untuk melaksanakan haknya mengeksekusi barang jaminan, maka proses

pelaksanaan lelang sah.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan wuraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang
dipermasalahkan adalah:
a. Apakah objek jaminan debitor oleh bank dapat dilakukan lelang tanpa
melalui restrukturisasi terlebih dahulu?
b. Apa upaya hukum bagi debitor atas objek jaminan yang di lelang tanpa

melalui restrukturisasi terlebih dahulu?

1.3 Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis mengenai objek jaminan debitor pada bank dapat
dilalui lelang tanpa restrukturisasi terlebih dahulu.
b. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi debitor pada bank yang

asset yang dijaminkan di lelang tanpa melalui PUPN.
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1.4 Manfaat Penelitian
a. Manfaat akademis, menambah wawasan pengetahui berkaitan dengan
perlindungan hukum debitur atas lelang obyek hak tanggungan pada
perjanjian kredit dalam restrukturisasi kredit yang diperoleh dari
perkuliahan, pada pemahaman secara praktis.
b. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi
debitur mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh pemilik obyek

lelang yang masih dalam restrukturisasi kredit.

1.5 Tipe Penelitian
5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah
pendekatan secara statute approach, conceptual approach dan case approach.®
Statute approach merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang
dibahas. Pendekatan konsep (conseptual approach) digunakan untuk mengkaji
dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan
teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengakaji dasar normatif.
Sedangkan case approach, maksudnya menganalisis kasus yang telah diputus oleh
pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5.2 Bahan Hukum

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Kencana, Jakarta, 2005, h. 35.
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Bahan hukum yang dipergunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum

primer bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan

berupa peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1))

2)

3)

4)

5)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan
Tanah,

Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Undang — Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997)
tentang Pendaftaran Tanah ,

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.
06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku

literatur, catatan ilmiah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang berlaku dan

ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas.

5.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui menelaah dan mempelajari peraturan

perundang-undangan maupun literatur yang ada kaitannya dengan materi yang

dibahas. kemudian diolah dengan menggunakan kajian deduktif, dalam arti

menguraikan ketentuan-ketentuan umum sebagaimana yang ada pula peraturan

TESIS
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perundang-undangan, yang dikaitkan dengan kasus yang diuraikan secara khusus

agar memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

1.6  Sistematika Penulisan

Sistematika dalam tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-
masing bab terdiri dari beberaoa sub bab, secara rinci sebagai berikut:
Pertama-tama Bab I, dengan judul bab Pendahuluan yang berisi gambaran umum
tentang materi yang hendak di bahas, sehingga di dalamnya diuraikan hal-hal
pokok, yang dijabarakan dalam bab berikutnya. Sub babnya terdiri atas Latar
Belakang dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode
Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.
Bab II, dengan judul bab objek jaminan debitor pada bank di lelang tanpa
restrukturisasi terlebih dahulu. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan
apakah objek jaminan debitor pada bank BUMN dapat dilalui lelang tanpa
restrukturisasi di PUPN terlebih dahulu.
Bab III, dengan judul bab perlindungan hukum bagi debitor pada bank yang asset
yang dijaminkan di lelang tanpa melalui restrukturisasi. Bab ini dibahas untuk
menjawab permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi debitor pada bank
yang asset yang dijaminkandi lelang tanpa melalui.
Bab IV, Penutup, yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan
tesis. Sub babnya terdiri dari simpulan, berisi jawaban atas masalah dalam
penelitian, dan saran sebagai masukan kepada pihak-pihak untuk memecahkan

masalah yang dihadapi.
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BABII

LELANG OBJEK JAMINAN BANK TANPA RESTRUKTURISASI

2.1 Restrukturisasi Kredit Perbankan

Pengertian restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah penataan kembali'’. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap
nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk
menyelesaikan kewajibannya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Restrukturisasi Kredit berdasarkan
Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20
Januari 2005 dan SE BI No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Kualitas
Aktiva Produktif PBI No.2/15/PB1/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang perubahan
Surat Keputusan Direksi bank Indonesia No.31/150/Kep/Dir tanggal 12 Nopemer
1998 tentang Restrukturisasi Kredit SE BI No.7/190/DPNP/IDPNP tanggal 26
April 2005, dan SE BI no0.7/319/DPNP/IDPNP tanggal 27 Juni 2005 tentang
Kebijakan Restrukturisasi Kredit PP No.14 tahun 2005 yang diubah dengan PP
No.3 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara/Daerah Bank
harus memperhatikan ketentuan tentang kriteria apa saja yang perlu mendapat
perhatian dalam restrukturisasi kredit di dasarkan ketentuan dan perundang-
undangan sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu, dalam melakukan

restrukturisasi, Bank wajib mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dan PAPI

17 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
3, Cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 952.
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(PSAK 31 dan 54, PSAK 50/55, PAPI revisi 2001), terutama perhitungan Present
Value dan pengakuan kerugian restrukturisasi. Selain itu, Bank harus memiliki
Kebijakan dan Pedoman secara tertulis sebagai panduan dalam melakukan
restrukturisasi kredit.
Restrukturisasi Kredit diatur sebagaimana dalam Pasal 52 sampai dengan
Pasal 63 PBI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum dan SE No. 15/28/DPNP Jakarta, 31 Juli 2013 Surat Edaran kepada Semua
Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha secara Konvensional, langkah
untuk mencapai penyelesaian kredit dengan cara yang saling menguntungkan
yaitu melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak berdasarkan pada itikad baik.
Pengertian  Restrukturisasi ~ kredit =~ menurut  Peraturan  PBI

No.14/15/PBI/2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 26 yang menetukan:
restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan
perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi
kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

a. penurunan suku bunga kredit;

b. perpanjangan jangka waktu kredit;

c. pengurangan tunggakan bunga kredit;

d. pengurangan tunggakan pokok kredit;

e. penambahan fasilitas kredit dan/atau

f. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.
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Perihal penjadwalan kembali kredit terhadap debitur yang mengalami

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya melalui pengurangan tunggakan bunga

Kredit, pengurangan tunggakan pokok Kredit, kadangkala tidak ada konsistensi

dalam pelaksanananya, sehingga menimbulkan permasalahan. Hal tidak konsisten

tersebut terjadi jika pegawai bank tidak melaporkan hal yang sesungguhnya

mengakibatkan timbulnya kerugian. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Undang-undang Perbankan, yang menentukan:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja;

a.

TESIS

membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan
atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun
dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau
rekening suatu bank;

mengubah, menghamburkan, menyembunyikan, menghapus, atau
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan
transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan
pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya

5 (lima) tahun dan paling lambat 15 (lima belas) tahun serta denda
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sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan

paling banuak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Menurut Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012
Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (yang untuk seterusnya cukup
disebut PBI No. 14/ 15/ PBI/ 2012).

“Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;
dan
b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu
memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) PBI No. 14/15/PB1/2012
restrukturisasi kredit dapat dilakukan jika nasabah memenuhi kriteria sebagai
berikut :

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi
kewajiban setelah restrukturisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (1) PBI No. 7/2/PBI/2005 bahwa
kualias kredit yang dapat direstrukturisasi adalah kurang lancar, Pasal 57 Ayat (1)
PBI No. 7/2/PBI/2005, mengatur :

“(1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan

restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
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b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi
tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.”

Begitu juga dengan yang ada didalam Pasal 57 Ayat (1) PBI No.9/6/PB1/2007,

mengatur :
“ (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan
restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;

b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi
tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.”

Dan didalam Pasal 58 Ayat (1) PBI No.14/15/PBI/ 2012, mengatur :
“(1) Kualitas Kredit setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan
Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban
pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama 3
(tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;

b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum
dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban
pembayaran angsuran pokok dan/atau

c. bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana
dimaksud huruf a; dan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10:

1) setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b;

atau
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2) dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban
pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun
setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang
diperjanjikan.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 58 Ayat (4) PBI No.14/15/PBl/ 2012,
kualitas kredit yang kurang lancar jika tidak bisa membayar selama 1 bulan, Pasal
58 Ayat (4) PBI No.14/15/PBI/ 2012, mengatur tentang tenggat waku debitur
dinyatakan tidak dapat memenuhi pembayaran kredit atau dinyatakan kreditnya
kurang lancar :

“(4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga
kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak

dilakukan Restrukturisasi Kredit.

2.2 Lelang Benda Jaminan Wajib Restrukturisasi dan Lelang Jaminan
Tidak Wajib Restrukturisasi
Berdasarkan Putusan No.1502 K/Pdt/2012 debitur dapat mengajukan
restrukturisasi kredit sebelum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan
dengan alasannya sebagai berikut :
- Penarikan pengurusan piutang dari Tergugat I yang telah dilakukan oleh
Tergugat II, belum pernah ada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan
yang diberitahukan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 237 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
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128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Bab XVIII tentang Lelang,
pada bagian pertama tentang Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, yang
menyatakan; “Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan
secara tertulis kepada Penanggung Hutang dan/atau Penjualan Hutang”;
Tidak ada kepastian berapa jumlah hutang dari Penggugat kepada
Tergugat II, karena terus dihitung adanya bunga, denda serta biaya - biaya
lain yang harus ditanggung oleh Penggugat, yaitu :
1. Berdasarkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara Nomor :
SP3N413/PUPNC.15/2006 tanggal 26 Juli 2006 hutang Penggugat
dinyatakan sebesar US § 484,391.47- (empat ratus delapan puluh empat
ribu tiga ratus sembilan puluh satu 47/100 Dollar Amerika) ditambah
administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 %;
2. Berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa
Tengah Nomor PJPN-21/PUPNC.15/2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah
sebesar US § 532,830.62 (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga
puluh 62/100 Dollar Amerika);
Mengenai jumlah hutang yang menjadi tanggungan Penggugat juga masih
menjadi permasalahan sebagaimana surat Penggugat, dikarenakan :
1. Penggugat menolak menandatangani pernyataan bersama khususnya
mengenai jumlah hutangnya kepada Tergugat II, dikarenakan
perhitungannya tidak jelas seperti hasil - hasil penjualan asset

sebagaimana posita 4 tidak pernah diperhitungkan untuk mengurangi
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hutang pokok dan bahkan adanya penghitungan bunga yang terus
menyambung walaupun sudah dilimpahkan kepada Tergugat I;

2. Dalam surat Penggugat No. 018/ AU/14.09.09, bahwa adanya
keberatan karena dana hasil penjualan asset — asset Penggugat tidak
transparan dan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu dengan
Penggugat;

- Tergugat melanggar aturan hukum, terutama Pasal 224 HIR yang
mempersyaratkan adanya suatu jumlah hutang yang pasti dalam
pelaksanaan eksekusi penjualan lelang, dan apabila ternyata tidak ada
jumlah hutang yang pasti, maka Tergugat II harus menagih hutangnya
melalui gugatan pada Pengadilan Negeri;

- Pertimbangan dalam Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan
benar;

Menurut Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PB1/2012
Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (yang untuk seterusnya cukup
disebut PBI No.14/15/PB1/2012).

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit;
dan
b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu

memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) PBI No.14/15/PBI/2012

restrukturisasi kredit dapat dilakukan jika nasabah memenuhi kriteria sebagai

berikut :

a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi
kewajiban setelah restrukturisasi.

Adapun yang menjadi alasan sehingga dapat diakhirinya penundaan

kewajiban pembayaran utang di tengah jalan adalah sebagai berikut :18

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur
bertindak dengan itikad baik dalam mengurus harta — hartanya.

Debitur mencoba merugikan kreditor.

Debitor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 226 Ayat (1),
yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa
diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.

Debitor lalai melaksanakan tindakan — tindakan yang diwajibkan oleh
pengadilan niaga pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran
utang ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan — tindakan yang
disyaratkan oleh para pengurus.

Keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan
penundaan kewajiban pembayaran utang.

Karena keadaan debitor sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat
diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditor.
(Lihat Pasal 255 Ayat (1) UU 37 Tahun 2004)

Dan dikarenakan debitor telah lalai melaksanakan kewajibannya maka

bank sebagai kreditor dapat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan

sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT. Pasal 6 UUHT,

mengatur :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai

hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

¥ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, Citra

Aditya Bakti, Bandung, Cetaan ke IV 2017, h. 205
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pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut.”

Pasal 20 UUHT, mengatur :

“(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan :

a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan
dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak
Tang-gungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.

(2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tang-gungan, penjualan
obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan
demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang mengun-tungkan
semua pihak.

(3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat
dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara
tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua)
surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media

massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyata-kan keberatan.
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(4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara
yang bertentangan dengan keten-tuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
batal demi hukum.

(5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan
utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya
eksekusi yang telah dikeluarkan.”

Kreditur sebelum melakukan lelang eksekusi hak tanggungan maka harus
ada kesepakatan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur, setelah dilakukannya
kesepakatan maka barang yang dijaminkan tersebut bisa langsung dijual melalui
proses lelang atau melalui proses restrukturisasi terlebih dahulu, berdasarkan
ketentuan dari Pasal 1314 Ayat (2) BW, mengatur :

“Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing —
masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”
Unsur — Unsur Perjanjian Kredit itu adalah sebagai berikut :

1.  Adanya kesepatakan atau perjanjian antara pihak kreditur dengan debitur,
yang disebut dan dituangkan dengan perjanjian kredit.

2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur sebagai pihak yang memberikan
pinjaman, seperti bank. Dan pihak debitur ysng merupakan pihak yang
membutuhkan uang pinjaman atau barang atau jasa.

3. Adanya unsur kepercayaan dari kreditur bahwa pihak debitur akan dan

mampu membayar kreditnya.

Yibid, h.7
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Adanya kesanggupan dan janji membayar hutang dari pihak debitur
kepada pihak kreditur.

Adanya pemberian sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak kreditur kepada
debitur.

Adanya pembayaran kembali sejumlah uang/barang/jasa oleh pihak
debitur kepada pihak kreditur, disertai dengan pemberian imbalan atau
bunga atau pembagian keuntungan.

Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit oleh kreditur dan
pengembalian kredit oleh debitor.

Adanya resiko tertentu yang diakibatkan karena adanya perbedaan waktu
tadi, semakin jauh tenggang waktu pengembalian, semakin jauh tenggang
waktu pengembalian, semakin besar pula resiko tidak terlaksananya
pembayaran kembali suatu kredit.

Dan jika debitor telah terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan pada

ketentuan Pasal 1238 BW, yang mengatur

“Si berhutang adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta

sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini

menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu

yang ditentukan.”

TESIS

KEABSAHAN LELANG OBIJEK... NITA SETYANI PUTRI



26
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Maka tata cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya
dilaksanakan dengan memberi peringatan tertulis yang isinya mengatakan bahwa
debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan.2°

Pihak debitur dalam hal telah melakukan wanprestasi maka kreditur dapat
menuntutnya untuk melakukan :

1.  Meminta pelaksanaan perjanjian meskipun terlambat

2. Meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang diderita olehnya
karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan

3. Menuntut pelaksanaan perjanjian, atau

4.  Suatu perjanjian yang melibatkan hak kepada pihak yang lain untuk
meminta kepada hakim agar perjanjian dibatalkan.

Sedangkan lelang tanpa restrukturisasi terlebih dahulu adalah lelang yang
dilaksanakan secara langsung oleh kreditor dikarenakan sebelum dilaksanakan
lelang pihak debitur dan kreditur tidak melakukan perjanjian untuk melakukan
restrukturisasi kredit terlebih dahulu, dan contoh dari lelang tanpa restrukturisasi
adalah lelang Parate Eksekusi yang telah di atur didalam Pasal 6 jo. Pasal 20
UUHT, Pasal 6 UUHT, mengatur :

“Apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan
umum dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 20 Ayat (1) UUHT, mengatur :

“ Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan “

20 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Internasional, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1990. h. 204 - 205
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1) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak
tanggungan sebagaimana dalam Pasal 6, atau

2) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2). Objek hak
tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara
yang ditentukan dalam peraturan perundang — undangan untuk
pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak
mendahului daripada kreditur — kreditur lainnya. *

Berdasar rumusan pasal — pasal di atas dapat diketahui bahwa eksekusi
terhadap objek jaminan hak tanggungan dilakukan dengan penjualan dimuka
umum dengan berdasarkan :

1) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sesuai

Pasal 14 Ayat (2) UUHT.

2) Hak kreditur untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri
sesuai Pasal 6 UUHT.

Tidak semua Akta yang dapat digunakan sebagai dasar eksekusi adalah
akta yang di dalamnya terdapat titel “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Akta yang terdapat kata tersebut disebut dengan grosse, yaitu
salinan atau turunan dari suatu akta notaris yang pada bagian kepalanya memuat
titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Grosse akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan

pengadilan yang tetap.’!

2lyictor M. Situmorang, Op. Cit., h. 47-48.
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Pasal 237 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 128/ PMK.
06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 Bab XVIII tentang Lelang, pada bagian
pertama tentang Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, yang menyatakan “Surat
Perintah Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada
Penanggung Hutang dan/atau Penjualan Hutang”.

Jika terjadi gugatan sebelum lelang terhadap objek Hak Tanggungan maka
berdasarkan Pasal 14 PMK No. 27 /PMK.06/2016 yang mengatur :

“ (1) Dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak
Tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/
tereksekusi yang terkait kepemilikan, Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT tidak dapat
dilaksanakan.

(2) Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak
Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

(3) Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan
merupakari lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan
dilakukan oleh Pengadilan Agama.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 PMK No. 27 /PMK.06/2016 jika permohonan
lelang eksekusi hak tanggungan yang melalaui restrukturisasi terlebih dahulu
maka yang harus di lakukan adalah :

“Dalam hal terdapat permohonan lelang eksekusi dari kreditur pemegang hak

agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka
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pelaksanaan lelang dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang
Kepailitan.”

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) PBI No. 14/15/2015 sebelum ingin
melakukan prosedur restrukturisasi makan bank wajib memiliki kebijakan dan
prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi tidak wajib dilakukan didalam kredit bermasalah di
perbankan akan tetapi dapat dilakukan, karena tidak wajib maka dapat
dilaksanakan lelang, bank dapat melakukan resturkturisasi jika ada kesepakatan di
dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur maka harus melalui
restrukturisasi, dan jika tidak ada kesepakatan maka bank dapat langsung
melakukan lelang terhadap objek jaminan. Dan jika kalau restrukturisasi gagal,
yaitu debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka dapat melakukan
perjanjian ulang antara debitur dan bank dengan menyesuaikan kemampuan usaha
debitur. Jadi semacam membuat kesepakatan baru, kalau ternyata masih belum
bisa membaik, maka langkah selanjutnya debitur mau tidak mau harus menjual
assetnya untuk melunasi tunggakan atau bahkan mengurangi total pinjaman

sehingga kewajiban angsuran bulanan juga mengecil.
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BAB III

UPAYA HUKUM BAGI DEBITOR ATAS OBJEK JAMINAN TANPA

MELALUI RESTRUKTURISASI

3.1 Upaya Hukum Bagi Debitor

tanggungan dan pihak ketiga dalam hal — hal sebagai beriku

a.

UU No. 4 Tahun 1996 memberikan perlindungan kepada debitur/pemberi hak
¢ 22

Adanya kemungkinan melakukan roya partial yang diatur dalam Pasal 2 Ayat
(2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi — bagi dalam Pasal 2
Ayat (1).

Pemenuhan asas spesialitas dan publisitas

Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT

Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut
diperjanjikan (Pasal 6 jo Pasal 11 Ayat (2) hurufe)

Janji yang memberikan kewenangan kepadapemegang hak tanggungan untuk
memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi
hukum (Pasal 12)

Ketentuan tentang pencoretan (roya) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal

22) diadakan demi kepentigan debitur/pemberi hak tanggungan.

22 Maria Sumardjono, “Prinsip Dasar Hak Tanggungan Dan Beberapa Permasalahan Yang

Berkaitan Dengan Kredit Perbankan”. Kumpulan Makalah Dan Hasil Diskusi Panel I sampai IV
Pengurusan dan Lelang Negara, Dep. Keu RI, BUPLN, Jakarta, 1998, h.523
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UU No. 4 Tahun 1996 bertujuan untuk memberikan landasan untuk dapat
berlakunya lembaga hak tanggungan yang kuat di dalamnya antara lain menegaskan
atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya
penegasan/pelurusan berkenaan dengan beberapa masalah tersebut memerlukan
perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak
anggungan ini. Pemahaman yang obyektif terhadap prinsip — prinsip hak tanggungan
diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakan UU No.4 Tahun 1996 secara
konsekuen sedikit banyak dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet
perbankan.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria (yang untuk seterusnya disebut dengan
UUPA), berikut atau tidak berikut benda — benda lain yang merupakan sau kesatuan
dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur — kreditur lain. Sebagai suatu
lembaga hak jaminan yang kuat, hak tanggungan mempunyai empat ciri pokok,
yakni:

a. Memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada kreditornya.

b. Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de
suite).

c. Memenubhi asas spesialitas dan publisitas.

d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
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Di samping itu hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi — bagi
yang berarti bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap
bagian dari padanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebankan
sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan
tetap membebani seluruh obyeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Asas tidak dapat dibagi — bagi tersebut dapat disimpangi dalam hal hak
tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan utang yang
dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai masing — masing hak atas tanah
yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak
tanggungan tersebut. Dengan demikian, hak tanggungan hana akan membenani sisa
obyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 2 Ayat (2) UU
No. 4 Tahun 1996), agar hal itu dapat berlaku, harus diperjanjikan dalam akta
pemberiann hak tanggungan (APHT).

Sifat lain dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan merupakan
ikutan (accesoir) pada perjanjian pokok, yakni perjanjian yang menimbulkan
hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhirnya dan hapusnya hak
tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya
tersebut.

Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara
pembebanannya yang melipti dua tahap kegiatan, yakni tahap pemberian hak

tanggungan dengan dibuatya APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian
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pokok, yakni perjanjian utang — piutang, dan tahap pendaftaran hak tanggungan oleh
kantor pertanahan yang menandakan saat lahirnya hak tanggungan.

APHT memuat substansi yang bersifat wajib, yakni berkenaan dengan nama
dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak — pihak
bersangkutan, penunjukan utang atau utang — utang yang dijamin, nilai tanggungan,
dan uraian yang jelas tentang objek hak tanggungan (Pasal 11 UU No. 4 tahun 1996).
Di dalam APHT dapat dicantumkan janji — janji sebagaimana lazimnya, yang pada
umumnya membatasi kewenangan pembrei hak tanggungan untuk melakukan
tindakan tertentu tehadap objek hak tanggungan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak
tanggungan, satu dan lain hal agar obyek hak tanggungan tetap dalam keadaan
terpelihara atau tidak merosot nilainya. Bahkan apabila hak atas tanah dilepaskan
haknya oleh pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum,
maka dapat diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh
seluruh/sebagian dari ganti kerugian yang diterima oleh pemberi hak tanggungan.

Ketiga hak tersebut adalah merupakan hak yang dapat dipindahktangankan
dan tentunya mempunyai nilai ekonomis, sehingga memenuhi persyaratan untuk
setiap benda jaminan. Demikian pula sebenernya hak pakai mempunyai nilai
ekonomis dan dimungkinkan pula untuk dipindah tangankan, seperti halnya dengan
Hak Milik, Hak Guna Usaha aaupun Hak Guna Bangunan. Semakin meningkatnya
pembangunan perekonomian masyarakat di bidang inestasi, perlu diimbangi dengan
perluasan obyek darihak jaminan atas tanah, agar mampu mendorong pertumbungan

ekonomi nasional yang dinamis.
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Mengingat bahwa UUPA pada prinsipnya menganut asaas pemisahan
horizontal, sesuai dengan asas dalam sistem hukum adat, maka penggunaan tanah
sebagai jaminan kredit, tidak secara otomatis termasuk pula bangunan, tanaman dan
benda — benda lain yang berdiri di atas tanah tersebut.??

Karena alasan kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yakni kreditur,
debitur serta pihak — pihak yang terkait, maka dalam UU No. 4/1996 kepentingan
para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam perlindungan dan
kepastian hukumnya.

UU No. 4/1996 dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi suatu lembaga
hak jaminan yang kuat dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang
berkepentingan secara seimbang. Kedudukan istimewa kreditur tampak, antara lain
pada :**

a. Adanya “droit de preference” atau hak mendahului yang dipunyai kreditur

sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Ayat (1).

b. Adanya “droit de suite” bagi obyek hak tanggungan (Pasal 7)
c. Keharusan pemenuhan asas spesialitas berkenaan dengan identitas pemegang
hak tanggungan dan pemberi hak tanggungan, serta domisili masing — masing

pihak, piutang yang dijamin serta benda yang dijadikan jaminan (Pasal 11

Ayat (1)), dan pemenuhan asas publisitas, yakni pendaftaran hak tanggungan

(Pasal 13).

2 [bid.,h.32-33

24 Maria Sumardjono,.Op, Cit.,h.522
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Pelaksanaan eksekusi secara mudah dan pasti (Pasal 6 dan 26)

Ketentuan Pasal 21 bahwa kepailitan pemberi hak tanggungan tidak
berpengaruh terhadap kelangsungan hak tanggungan.

Sifat hak tanggungan yang tidak dibagi — bagi (Pasal 2 ayat (1))

Adanya kemungkinan untuk menjual obyek hak tanggungan secara di bawah
tangan menurut tata cara tertentu.

Di samping memberikan perlindungan kepada kreditor, UU No. 4/1996 juga

memberikan perlindungan kepada debitur/pemberi hak tanggungan dan pihak ketiga

dalam hal — hal sebagai berikut :*°

a.

Adanya kemungkinan melakukan roya partial yang diatur dalam Pasal 2 Ayat
(2) sebagai penyimpangan dari asas tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2
Ayat (1)

Pemenuhan asas spesialitas dan publisitas

Ketentuan tentang isi SKMHT dan APHT

Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan
atas kekuasaan sendiri hanya dapat terlaksana apabila hal tersebut
diperjanjikan (Pasal 6 yo Pasal 11 Ayat (2) hurufe)

Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk
memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji adalah batal demi

hukum (Pasal 12)

TESIS

% Ibid,h.523
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Ketentuan tentang pencoretan (roya) hak tanggungan yang sudah bagus (Pasal
22) diadakan demi kepentingan debitur/pemberi hak tanggungan.

UUHT bertujuan untuk memberikan landasan untuk dapat berlakunya
lembaga hak tanggungan yang kuat di dalamnya antara lain menegaskan atau
meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya
penegasan/pelurusan  berkenaan dengan beberapa masalah tersebut
memerlukan perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan
dengan pelaksanaan hak tanggungan ini. Pemahaman yang obyektif terhadap
prinsip-prinsip hak tanggungan diikuti dengan kepatuhan untuk melaksanakan
UUHT secara konsekuen sedikit banyak dapat mengurangi kemungkinan
terjadinya kredit macet perbankan.

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah

sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda — benda lain

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-

kreditur lain. Sebagai suatu lembaga hak jaminan yang kuat, hak tanggungan

mempunyai empat ciri pokok, yakni:

a.

b.

TESIS

Memberikan kedudukan diutamakan (preferent) kepada krediturnya.

Selalu mengikuti obyeknya dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit de
suite).

Memenuhi asas spesialitas dan publisitas.

Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
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Di samping itu hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, yang
berarti bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyeknya dan setiap bagian
dari padanya. Pelunasan sebagian utang yang dijamin tidak membebaskan sebagian
obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap
membebani seluruh obyeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi.

Asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat disimpangi dalam hal hak
tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan utang yang
dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai masing-masing hak atas tanah
yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak
tanggungan tersebut. Dengan demikian, hak tanggungan hanya akan membebani sisa
obyek hak tanggungan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 2 Ayat (2) UU
No.4 tahun 1996), agar hal itu dapat berlaku, harus diperjanjikan dalam akta
pemberian hak tanggungan (APHT).

Sifat lain dari hak tanggungan adalah bahwa hak tanggungan merupakan
ikutan (accesoir) pada perjanjian pokok, yakni perjanjian yang menimbulkan
hubungan hukum utang piutang. Keberadaan, berakhirnya dan hapusnya hak
tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya
tersebut.

Keberadaan hak tanggungan ditentukan melalui pemenuhan tata cara
pembebanannya yang meliputi dua tahap kegiatan, yakni tahap pemberian hak

tanggungan dengan dibuatnya APHT oleh PPAT yang didahului dengan perjanjian
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pokok, yakni perjanjian utang-piutang, dan tahap pendaftaran hak tanggungan oleh
kantor pertanahan yang menandakan saat lahirnya hak tanggungan.

APHT memuat substansi yang bersifat wajib, yakni berkenaan dengan nama
dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan, domisili pihak-pihak
bersangkutan, penunjukan utang atau utang-utang yang dijamin, nilai tanggungan,
dan uraian yang jelas tentang obyek hak tanggungan (Pasal 11 UUHT). Di dalam
APHT dapat dicantumkan janji-janji sebagaimana lazimnya, yang pada umumnya
membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk melakukan tindakan tertentu
terhadap obyek hak tanggungan tanpa ijin tertulis dari pemegang hak tanggungan,
satu dan lain hal agar obyek hak tanggungan tetap dalam keadaan terpelihara atau
tidak merosot nilainya. Bahkan apabila hak atas tanah dilepaskan haknya oleh
pemberi hak tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, maka dapat
diperjanjikan bahwa pemegang hak tanggungan akan memperoleh seluruh/sebagian
dari ganti kerugian yang diterima oleh pemberi hak tanggungan.®

Dalam kaitannya dengan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk
menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum obyek hak tanggungan
apabila debitur cidera janji dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
tersebut, apabila hal tersebut dikehendaki untuk berlaku, harus dicantumkan sebagai
salah satu janji mengingat bahwa penjualan obyek hak tanggungan tersebut yang
merupakan milik pemberi hak tanggungan harus dilakukan sesuai dengan asas

penghormatan kepada milik orang lain. Demikian pula untuk melindungi debitur,

26 Maria Sumardjono, Op.Cit.,h.524-525
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maka janji yang memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan (kreditur)
untuk memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun
1996 Tentang Bentuk Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (HT), APHT, Buku
Tanah Hak Tanggungan dan sertifikat Hak Tanggungan, maka segala macam janji itu
sudah tercantum di dalam formulir APHT.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1996 tersebut
merupakan peraturan pelaksanaan tentang bentuk dan isi APHT dan buku tanah HT
serta hal-hal yang berkaitan dengan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan
berdasarkan peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA, dalam hal
ini Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada
tanggal 30 Mei 1996 telah terbit Peraturan Menteri Negara/ Agraria/Kepala BPN No.
5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran hak tanggungan yang merupakan peraturan
pelaksanaan UUHT.

Pembuatan APHT wajib diikuti dengan pengiriman aktanya beserta warkah
lain yang diperlukan oleh PPAT ke Kantor Pertanahan dalam waktu selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan APHT tersebut (Pasal 13
UUHT).

Dalam waktu tujuh hari kerja setelah penerimaan secara lengkap suratsurat
yang diperlukan untuk pendaftaran, Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran hak
tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan

membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak
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atas tanah yang menjadi obyek hak tanggungan, serta menyalin catatan tersebut pada
sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, dan jika hari ketujuh itu jatuh pada hari
libur, buku-tanah hak tanggungan yang bersangkutan diberi bertanggal hari kerja
berikutnya. Saat pemberian tanggal pada buku-tanah tersebut adalah sangat penting,
karena pada saat itulah hak tanggungan lahir, yang berarti mulainya kedudukan
preferent bagi kreditur, penentuan peringkat hak tanggungan, dan berlakunya hak
tanggungan terhadap pihak ketiga (pemenuhan asas publisitas). Sebagai tanda bukti
adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak tanggungan
yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” dan menyerahkannya kepada pemegang hak tanggungan.

Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertifikat hak atas tanah yang telah
dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan.

Apabila hak tanggungan beralih karena cessie, subgrosi, pewarisan, atau
karena sebab-sebab lain, misalnya penggabungan atau pengambil-alihan perusahaan,
maka hak tanggungan pun beralih dan peralihan tersebut harus dicatat oleh Kantor
Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan
akta yang membuktikan peralihan hak tanggungan tersebut. Analog dengan
pendaftaran hak tanggungan, tanggal pencatatan peralihan oleh Kantor Pertanahan

adalah hari ketujuh setelah diterimanya secara lengkap surat-surat yang diperlukan
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untuk pendaftaran peralihannya. Penentuan waktu ini penting karena menentukan saat

berlakunya peralihan hak tanggungan terhadap pihak ketiga.?’

Demikian pula apabila hak tanggungan hapus karena utang telah dilunasi atau

karena sebab-sebab lain, maka Kantor Pertanahan melakukan pencoretan atau roya

catatan hak tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

waktu tujuh hari kerja atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Arti penting pencoretan catatan hak tanggungan adalah demi ketertiban

administrasi dan tidak ada pengaruhnya terhadap hak tanggungan yang sudah hapus

itu. Dengan demikian dari pembahasan di atas, maka bentuk perlindungan yang

diberikan oleh Hak Tanggungan kepada para kreditur adalah:

a.

b.

Bentuk perlindungan yang menyangkut kejelasan administrasi

Bentuk perlindungan yang dituangkan dalam asas-asas hak tanggungan
Bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur
dalam hal penjualan objek hak tanggungan melalui pelaksanaan penjualan
dibawah tangan, tidak seperti pada hipotik yang memberikan ketidakpastian,
dan apabila dilakukan penjualan dibawah-tangan (tanpa melalui lelang),
penjualan objek jaminan kredit tersebut dianggap melanggar hukum dan dapat
batal demi hukum. Namun begitu, penjualan objek hak tanggungan
dibawahtangan (tanpa melalui lelang) pada hak tanggungan ini dapat

dilakukan dengan adanya kesepakatan dari debitor dan kreditur.

TESIS

27 Maria Sumardjono, Op. Cit., h. 526-527
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Selain kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi, bagi kepentingan kreditur
pemegang hak tanggungan disediakan tambahan perlindungan yang dinyatakan dalam
Pasal 21. Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
tanggungan tetap berwenang melakukan segala hal yang diperolehnya menurut
ketentuan UUHT. Ketentuan ini lebih memantapkan kedudukan yang diutamakan
dari pemegang hak tanggungan, dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan
pemberi hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan.

Pemegang hak tanggungan berhak menjual lelang obyek hak tanggungan
lebih dahulu untuk pelunasan piutangnya, dan sisanya dimasukkan dalam “boedel
kepailitan” pemberi hak tanggungan.

Berbicara mengenai perjanjian kredit tentu tidak dapat dipisahkan dengan
perjanjian jaminan, karena kedua hal ini terkait erat satu dengan lainnya. Di satu sisi
debitor memerlukan fasilitas kredit perbankan untuk mendorong pembangunan
perekonomian sekaligus usahanya, di sisi lain kreditor perlu diberikan jaminan
kepastian dan perlindungan hukum yang seimbang dalam memberikan fasilitas kredit
itu sendiri. Oleh karena dalam kegiatan perkreditan tersangkut beberapa pihak, yaitu
kreditor, debitor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, maka dalam UUHT
kepentingan para pihak tersebut diperhatikan dan diberikan keseimbangan dalam
kepastian dan perlindungan hukumnya.

Kreditor dalam memberikan kredit tentu harus didasari dengan perjanjian kredit
atau perjanjian utang-piutang. Perjanjian kredit tersebut harus mencakup jaminan yang

disediakan oleh debitor sebagai perlindungan hukum bagi kreditor. Keberadaan
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jaminan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditor guna mendapatkan
pelunasan piutangnya dari debitor. Dalam hal jaminan tersebut berupa tanah, maka
sesuai dengan UUHT, lembaga jaminan yang digunakan adalah Hak Tanggungan.
Apabila debitor sebagai pemberi Hak Tanggungan melakukan wanprestasi, UUHT
memberikan banyak bentuk perlindungan hukum bagi kreditor agar piutangnya tetap
dapat dilunasi. Namun, perlu diingat bahwa kreditor selaku pemegang Hak
Tanggungan baru dapat menggunakan hak-haknya yang diatur pada UUHT setelah
Akta Pembebanan Hak Tanggungan beserta sertifikat tanah yang menjadi objek Hak
Tanggungan tersebut didaftarkan di Kantor Pertanahan, hal ini diatur pada Pasal 13
ayat (1) jo. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT yang menyebutkan bahwa salah satu
asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas.

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor yang terdapat dalam UUHT adalah
kedudukan sebagai kreditor preferen yang kedudukannya diutamakan terhadap
kreditor-kreditor lain, hal ini sesuai dengan asas droit de preference yang diatur pada
UUHT. Ketentuan mengenai “kedudukan yang diutamakan” dijelaskan pada Angka 4
Penjelasan Umum UUHT mengatur:

“Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu,
yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-
kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janjia, kreditor pemegang Hak
Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan
menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersangkutan, dengan hak

mendahulu daripada kreditor- kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut
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sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.”

Dari Penjelasan Umum yang telah dikutip di atas, dapatlah diketahui bahwa hak
kreditor, yang menjadi pemegang Hak Tanggungan tersebut sekalipun diutamakan
terhadap hak tagihan kreditor-kreditor lain, namun harus mengalah terhadap piutang-
piutang Negara. Dengan kata lain hak Negara lebih utama daripada kreditor pemegang
Hak Tanggungan®’. Kemudian hak kebendaan yang merupakan ciri Hak Tanggungan,
selalu mengikuti objek Hak Tanggungan dan dapat dipertahankan kepada siapapun,
sesuai dengan asas droit de suite yang juga diatur pada UUHT. Asas atau sifat Hak
Tanggungan yang demikian inilah yang memberikan kepastian hukum bagi kreditor
mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan atas tanah atau hak
atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan itu bila debitor ingkar janji, sekalipun

tanah atau hak atas tanah yang menjadi objek Hak Tanggungan itu dijual oleh

pemiliknya (pemberi Hak Tanggungan) kepada pihak ketiga.28

Bentuk perlindungan hukum bagi kreditor selanjutnya adalah kemudahan dan
kepastian dalam pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan jika debitor wanprestasi.
Seperti telah dijelaskan di atas UUHT memberikan berbagai cara eksekusi objek Hak
Tanggungan, salah satunya yang dianggap sebagai cara yang paling memberikan

kemudahan bagi kreditor adalah eksekusi yang didasarkan pada Pasal 6 UUHT yaitu

27 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., h. 12.

28 Ibid, h. 28-29.
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eksekusi berdasarkan kekuasaan sendiri. Parate eksekusi dirasakan sebagai benteng
penangkal, peranannya dapat efektif dan efisien guna percepatan pelunasan piutang,

yang disediakan oleh perangkat hukum bagi kreditor, manakala debitor telah

dinyatakan wanprestasi.ngalam cara ini kreditor berhak menjual objek Hak
Tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri tanpa fiat Ketua
Pengadilan Negeri dan tanpa diperjanjikan kembali. Eksekusi berdasarkan kekuasaan
sendiri bertujuan untuk memudahkan kreditor melakukan eksekusi pada objek Hak
Tanggungan apabila debitor wanprestasi. Karena jika melalui fiat Ketua Pengadilan
Negeri, akan memakan waktu yang relatif lama dan biaya yang dikeluarkan juga lebih
besar.

Dalam hal perlindungan hukum tidak akan terlepas dari adanya upaya untuk
melindungi semua pihak yang terkait, termasuk debitor selaku pemberi Hak
Tanggungan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitor nampak bahkan
sejak awal pembentukan perjanjian kredit dengan jaminan, di mana wajib diadakan
penilaian terhadap objek jaminan Hak Tanggungan yang akan digunakan. Menurut
Penjelasan Pasal 46 Ayat (1) huruf b PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen
atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari

agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut

2 Herowati Poesoko, Op.Cit., h. 154
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metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan
atau institusi yang berwenang.”

Pada Pasal 35 Ayat (4) dan Ayat (5) PBI No. 14/15/PB1/2012, mengatur :

“(4) Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) atau lebih.

Penetapan net realizable value sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).”

Ketentuan pada Ayat (4) memberikan perlindungan bagi debitor yang
memiliki objek Hak Tanggungan di atas Rp 5.000.000.000,00 bahwa agunannya
wajib dinilai oleh penilai independen. Kemudian pada ayat (5) juga memberikan
perlindungan bagi
debitor yang memiliki objek Hak Tanggungan di bawah Rp 5.000.000.000,00 untuk
meminta kreditor agar agunannya dinilai oleh penilai independen, jika dirasa penilai
intern bank yang memiliki hubungan kerja dengan kreditor akan memberikan penilaian
yang kurang adil dan objektif. Sehingga melalui ketentuan ini debitor mendapat
jaminan akan nilai agunannya.

Perlindungan hukum bagi debitor yang selanjutnya adalah kemungkinan untuk
melakukan roya parsial dalam Pasal 2 Ayat (2) UUHT sebagai penyimpangan dari
ciri Hak Tanggungan yang tidak dapat dibagi-bagi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUHT.

Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi, sehingga meskipun

TESIS KEABSAHAN LELANG OBIJEK... NITA SETYANI PUTRI



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

seorang pemilik diberikan kewenangan untuk membebani hak miliknya dengan hak
kebendaan lainnya yang bersifat terbatas (jura in re aliena), namun pembebanan yang

dilakukan itu pun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang

10
menjadi miliknya tersebut. Asas tidak dapat dibagi-bagi tersebut dapat disimpangi
dalam hal Hak Tanggungan dibebankan pada beberapa hak atas tanah dan pelunasan
utang yang dijamin dilakukan dengan cara angsuran sebesar nilai masing-masing hak

atas tanah yang merupakan bagian dari objek Hak Tanggungan yang akan dibebaskan

dari Hak Tanggungan tersebut.HAsas tidak dapat dibagi-bagi ini baru berlaku jika
telah diperjanjian terlebih dahulu oleh para pihak dalam APHT.

Perlindungan terhadap objek Hak Tanggungan milik debitor juga nampak pada
Pasal 12 yang menyatakan bahwa janji yang memberikan kewenangan kepada
pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor
cidera janji, batal demi hukum. Penjelasan Pasal 12 UUHT:
“Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan pemberi
Hak Tanggungan, lainnya terutrama jika nilai objek Hak Tanggungan melebihi
besarnya utang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk serta merta

menjadi pemilik objek Hak Tanggungan karena debitor cidera janji. Walaupun

10 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan,
Kencana, Jakarta, 2005, h.160.

""" Marcel Soekendar, Pelaksanaan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai
Jaminan Kredit Pada PT. Bank Dipo Internasional Cabang Medan, Tesis, Fakultas Hukum Uniersitas
Sumatera Utara, Medan, 2009, h.70
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demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli

objek Hak Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20.”
Larangan pencantuman janji yang demikian itu, dimaksudkan untuk

melindungi debitor, agar dalam kedudukan yang lemah dalam menghadapi kreditor

(bank) karena dalam keadaan sangat membutuhkan utang (kredit) terpaksa menerima

janji dengan persyaratan yang berat dan merugikan baginya.lzTanah sebagai objek
Hak Tanggungan nilainya cenderung semakin meningkat dan biasanya nilai objek Hak
Tanggungan lebih besar dari nilai utang debitor, sehingga jika kreditor dapat serta
merta memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor wanprestasi hal ini tentu sangat
merugikan debitor.

Perlindungan hukum bagi debitor yang berikutnya adalah perlindungan hukum
dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dalam hal kreditor mengajukan permohonan
lelang, Kantor Lelang terlebih dahulu wajib memberitahukan kepada debitor mengenai
adanya permohonan lelang dari kreditor agar debitor tahu bahwa objek Hak
Tanggungan miliknya telah didaftarkan di Kantor Lelang. Kemudian sebelum
dilakukan pelelangan seperti telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan Pasal 44 PMK
Petunjuk Pelaksanaan Lelang kreditor wajib mengumumkannya sebanyak 2 kali
melalui surat kabar harian, jangka waktu pengumuman lelang pertama ke pengumuman
lelang kedua berselang 15 hari dan tidak jatuh pada hari libur/hari besar. Kemudian

pengumuman lelang kedua harus dilakukan paling singkat 14 hari sebelum pelaksanaan

12 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit., h. 33.

TESIS KEABSAHAN LELANG OBIJEK... NITA SETYANI PUTRI



IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

lelang. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap debitor
dalam Lelang Eksekusi karena pengumuman tersebut digunakan sebagai cara yang
efektif agar khalayak mengetahui bahwa akan diadakan pelelangan terhadap objek Hak
Tanggungan milik debitor, sehingga semakin banyak peserta lelang yang mengikuti
pelelangan.

Berkaitan dengan banyaknya peserta lelang, perlindungan hukum bagi debitor
dalam Lelang Eksekusi yang berikutnya berkaitan dengan sifat lelang itu sendiri yaitu
terbuka untuk umum, sehingga lelang dapat diikuti oleh siapa saja. Oleh karena sifat
lelang yang terbuka untuk umum, diharapkan semakin banyak perserta lelang yang
mengikuti pelelangan. Hal ini akan berdampak pada persaingan harga yang ketat untuk
mencapai harga tertinggi atas objek lelang, sehingga semakin terjamin terbukanya
harga penawaran yang wajar dari pihak ketiga yang akan membeli objek lelang.
Perlindungan hukum bagi debitor dalam Lelang Eksekusi berikutnya adalah dalam
hal penetapan nilai limit. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, nilai limitadalah harga
minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.
Dalam hal Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang berwenang menentukan nilai limit
adalah penjual, ketentuan mengenai hal ini diatur pada Pasal 45 PMK No.27/2016.
Sehingga kewenangan untuk menetapkan nilai limit ada pada kreditor selaku penjual.
Namun, untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitor kewenangan tersebut
dibatasi oleh Pasal 45 PMK No. 27/2016 Petunjuk Pelaksanaan Lelang menentukan:
“Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari Penilai

dalam hal:
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a. Lelang Noneksekusi Sukarela atas Barang berupa tanah dan/ atau bangunan
dengan Nilai Limit paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
b. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan Lelang

Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit Rpl. 000. 000. 000,00

(satu miliar rupiah) ; atau

c. bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang”

Eksekusi Pasal 6 UUHT atau Lelang Eksekusi Fiducia.Ketentuan di atas
sangat memprhatikan perlindungan hukum bagi debitor. Dapat dilihat pada ayat (5)
jika kreditor ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi dapat terjadi persekongkolan
dengan penaksir/tim penaksir yang memiliki hubungan kerja dengan kreditor untuk
menetapkan Nilai Limit yang tidak wajar sehingga dapat merugikan debitor. Oleh
karena itu, Nilai Limit harus ditentukan berdasarkan penilaian oleh penilai yang
independen. Kemudian pada ayat (6) jika objek lelang nilainya besar maka penilaian
harus dilakukan oleh penilai independen, tidak boleh dilakukan oleh penaksir/tim
penaksir intern bank. Kedua ketentuan ini menjamin tercapainya harga lelang yang
wajar dan tidak merugikan debitor.

Nilai Limit yang telah ditentukan oleh kreditor selanjutnya harus dimuat dalam
pengumuman lelang. Pemuatan harga limit dalam pengumuman, akan membatasi
ketidak wajaran harga yang mungkin terjadi, karena pemilik barang, pihak tereksekusi
maupun masyarakat sudah mengetahui harga limit dari awal dan dengan sendirinya
terkandung pertanggungjawaban atas besarnya harga limit pada penjual, sudah lebih

melindungi hak-hak dari pemilik barang terutama dalam Lelang Eksekusi untuk
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memperoleh harga atas barangnya dibuat dengan pendekatan penilaian yang dapat

13
dipertanggungjawabkan.

Kewenangan kreditor untuk menentukan Nilai Limit dibatasi juga oleh
pengaturan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama (kreditor) dilarangmelakukan
pembelian langsung melalui Lelang Eksekusi. Jika kreditor diperbolehkan untuk
menjadi pembeli lelang maka kewenangan kreditor untuk menentukan Nilai Limit
tersebut dapat disalahgunakan dengan menentukan Nilai Limit secara sewenang-
wenang dan kemudian nantinya akan dibeli sendiri. Meskipun pada Pasal 70 PMK
Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa kreditor dapat membeli agunannya
melalui lelang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bank kreditor dengan
posisi pemegang Hak Tanggungan pertama, karena pembelian agunan sendiri oleh

kreditor bank pemerintah dilakukan atas lelang yang Nilai Limit tidak ditentukannya

sendiri melainkan dengan campur tangan Panitia Urusan Piutang Negara/Pengadilan. a

Perlindungan hukum terhadap debitor dalam Lelang Eksekusi yang terakhir
adalah mengenai sisa hasil penjualan. Setelah harga lelang dibayarkan oleh pembeli
objek lelang, Balai Lelang akan menyetorkan hasil bersih lelang kepada kreditor selaku
penjual paling lama 3 hari kerja setelah pembayaran diterima, ketentuan mengenai hal

ini diatur pada Pasal 74 ayat (3) PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, jika hasil

13 Purnama Tioria Sianturi.Op, Cit.,h.426

14 Ibid, h. 81-82.
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lelang tersebut lebih besar dari jumlah piutang kreditor, maka kreditor wajib
mengembalikan sisanya pada debitor, hal ini disebutkan pada Pasal 6 UUHT:

” Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan
salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak
Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari
satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan
oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum
tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada
kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak

Tanggungan.”

3.2 Upaya Hukum Debitor Yang Benda Jaminan Dilelang Tanpa
Restrukturisasi Yang Disepakati
Berdasarkan Putusan No.1502 K/Pdt/2012 debitur dapat mengajukan
restrukturisasi kredit sebelum pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan
alasannya sebagai berikut :
- Penarikan pengurusan piutang dari Tergugat I yang telah dilakukan oleh
Tergugat II, belum pernah ada Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yang
diberitahukan kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237

Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 128/PMK.06/2007 tanggal 24
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Oktober 2007 Bab XVIII tentang Lelang, pada bagian pertama tentang Surat

Perintah Penjualan Barang Sitaan, yang menyatakan; ‘“Surat Perintah

Penjualan Barang Sitaan diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung

Hutang dan/atau Penjualan Hutang”;

- Tidak ada kepastian berapa jumlah hutang dari Penggugat kepada Tergugat II,
karena terus dihitung adanya bunga, denda serta biaya - biaya lain yang harus
ditanggung oleh Penggugat.

Debitur bisa menggugat bank atas ganti kerugian dan rehabilitasi nama
karena tidak dapat dipenuhinya perjanjian, karena sebelum melaksanakan lelang
eksekusi hak tanggungan terlebih dahulu kreditur biasanya melakukan restrukturisasi
dengan cara menundaan pelaksanaan pembayaran dengan dasar adanya kesepakatan,
dan itu tertulis didalam perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak kreditur dengan
debitur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka debitur dapat mengungat
kreditur dengan dasar Pasal 1365 BW, yang mengatur :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya, dalam menentukan suatu perbuatan

dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat :'

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

15 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas
Indonesia, Jakarta, 2003, h. 117
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2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

I.  Unsur ada perbuatan melawan hukum
Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku
yang melanggar/melawan hukum.
Dulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum
tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya
bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja.
Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus
Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah
memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-
undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai
berikut:'®

1.  Melanggar Undang-Undang, artinya perbautan yang dilakukan jelas-jelas
melanggar undang-undang.

2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan

telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi

16 Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31
Januari 1919) ini telah menjadi yurisprudensi dan sudah diketahui umum telah juga menjadi rujukan
bagi hukum di Indonesia.
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tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,
kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum
baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal
1337 KUHPerdata)

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu
perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan
dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan.
Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu
konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya
dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian
bagi orang lain.!”

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur
kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku

tidak sehat pikirannya (gila)

17 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2002, h.73.
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Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan
(Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan
dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan
perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika
pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi
2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

1. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya
keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

2. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan
kehilangan semagat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam
bentuk uang.

Adapun pemberian ganti kerugian menurut BW sebagai berikut :'*

Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW);

Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367 BW).
Pasal 1367 Ayat (1) BW, seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas
kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian

yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau

TESIS

8 Ibid, h. 137.
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disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya (vicarious
liability)
3. Ganti rugi untuk pemilik binatan (Pasal 1368 BW)
4.  Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 BW)
5. Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal
1370 BW)
6.  Ganti rugi karena telah luka tau cacat anggota badan (Pasal 1371 BW)
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 BW)
BW tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena Perbuatan
Melawan Hukum sedang Pasal 1243 B membuat ketentuan tentang ganti rugi
karena Wanprestasi.
Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat
diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan
Hukum."
Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsunr PMH
bisa dibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan
hukum, Kedua: unsur adanya kesalahan Ketiga: Unsur adanya hubungan kausalitas,

dan Keempat: unsur adanya kerugian.

1 M.A Moegni Djojodirdjo: Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, h.
73.
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3.2.1 Gugatan Pembatalan Lelang

Lelang yang akan dilakukan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan
Penjual atau penetapan proisional atau putusan dari lembaga peradilan umum. Pasal
20 Ayat (5) UUHT, menyatakan :

:Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin
dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya — biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.”
Artinya, sesuai dengan isi penjelasannya, untuk menghindarkan pelelangan obyek
Hak Tanggungan, pelunasan utang dapat dilakukan sebelum saat pengumuman lelang
dikeluarkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (5) UUHT diatas maka debitur
yang cidera janji dapat meminta permohonan pembatalan lelang selama pengumuman
lelang belum dilaksanakan.

Permintaan pembatalan lelang tidak dapat dilakukan ke Balai Lelang
mengingat lembaga tersebut bukan sebagai pemegang Hak Tanggungan, melainkan
harus diajukan kepada pihak Bank sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan. Jadi
tergantung pada kebijakan bank, jika bank sebagai kreditur sepakat dengan debitur
maka bank dapat mengajukan pembatalan lelang untuk membatalkan pelaksanaan
lelang tersebut.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 PMK NO.27 /PMK.06/2016, Pasal 29
PMK No.27/PMK.06/2016, mengatur :

(1) Pembatalan sebelum lelang atas permintaan Penjual dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Penjual.
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(2) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan secara
tertulis dengan disertai alasan, dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang
paling lambat sebelum lelang dimulai.

(3) Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Penjual dan/atau Pejabat Lelang, harus mengumumkan kepada Peserta Lelang
pada saat pelaksanaan lelang.

(4) Termasuk dalam pembatalan lelang atas permintaan Penjual apabila:

a. Penjual tidak melakukan pengumuman lelang; atau
b. Penjual tidak hadir dalam pelaksanaan lelang dengan kehadiran
Peserta Lelang.

(5) Pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan Ayat (4),
dikenakan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual sesuai dengan Peraturan
Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.

3.2.2 Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum
Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Sianturi tahun 2008, ada beberapa

karakteristik gugatan perbuatan melawan hukum dalam lelang, antara lain terkait:*°

1. Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungn dengan

kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta
bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;

2Purnama Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak

Melalui Lelang, Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2008, h. 20
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Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam
hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai
pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan;

Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku
kuasa undang-undang dari kreditor (Pengadilan Negeri, PUPN) meliputi
perbuatan mengenai paksa/penyitaan/SP3N/Pemblokiran;

Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan
lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar,
pengosongan.

Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian lain-lain.

Masih menurut Purnama Sianturi’!, pihak penggugat adalah orang/badan

hukum yang kepentingannya berupa kepemilikan atas barang objek lelang dirugikan

oleh pelaksanaan lelang diantaranya:

1.

W

Debitor yang menjadi pokok perkaranya adalah terkait harga lelang yang
terlalu rendah, pelaksanaan lelang atas kredit macet dilaksanakan sebelum
jatuh tempo perjanjian kredit, tata cara/prosedur pelaksanaan lelang yang tidak
tepat, misalnya pemberitahuan lelang yang tidak tepat waktu, pengumuman
tidak sesuai prosedur dan lain-lain;

Pihak ketiga pemilik barang baik yang terlibat langsung dalam
penandatanganan perjanjian kredit ataupun murni sebagai penjamin hutang
yang menjadi pokok perkaranya adalah pada pokoknya hampir sama dengan
debitur yaitu harga lelang yang terlalu rendah/jika yang dilelang barang
jaminannya sendiri, pelaksanaan lelang atas kredit macet dilaksanakan
sebelum jatuh tempo perjanjian kredit;

Ahli waris terkait masalah harta waris, proses penjaminan yang tidak sah;
Salah satu pihak dalam perkawinan, terkait masalah harta bersama, proses
penjaminan yang tidak sah,;

Pembeli lelang terkait hak pembeli lelang untuk dapat menguasai barang yang
telah dibeli/pengosongan.

Adapun pihak tergugat diantaranya bank kreditor, PUPN, Kantor Lelang,
pembeli lelang, debitor yang menjaminkan barang, dan pihak-pihak lain yang
berkaitan dengan perbuatan hukum yang termuat dalam dhukumen
persyaratan lelang, antara lain, kantor pertanahan yang menerbitkan sertifikat,
notaris yang mengadakan pengikatan jaminan.

Dalam banyak kasus gugatan terhadap pelaksanaan lelang, yang menjadi

petitum penggugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Tuntutan/petitum yang

TESIS

2 Ibid
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diajukan oleh penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah gugatan perbuatan
melawan hukum (PMH). Menurut Wirjono Prodjodikoro, perbuatan melawan hukum
adalah tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga
perbuatan yang secara langsung melanggar kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun
yang secara tidak langsung juga melanggar hukum.??
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 BW mengatur bahwa:
“tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain,
mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian, mengganti kerugian
tersebut.”
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan melawan
hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus itu dilakukan dengan kesalahan;
4.  Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.
Sedangkan menurut Munir Fuady, Perbuatan melanggar hukum haruslah
mengandung unsur-unsur sebagai berikut?’:
1. Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun pasif
yaitu tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk

22 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Penerbit CV Mandar
Maju, 2000, h.6-7

2 Munir Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung, PT.Citra
Aditya Bakti, 2013, h.10
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melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada
juga kewajiban yang timbul dari pelaksanaan suatu kontrak),>* sehingga
terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata
sepakat” atau tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang
terdapat dalam kontrak. Perbuatan yang dilakukan semata-mata kehendak
pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan,
kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada pihak lain dan dalam
skala luas menimbulkan kegoncangan pada individu/masyarakat.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun
1919%%, unsur melawan hukum diartikan dengan seluas-luasnya, yaitu terkait
dengan pelaksanaan lelang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam lelang
mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dan sempit.
Gugatan kebanyakan didasarkan pada PMH karena melanggar suatu peraturan
hukum. Setiap kegiatan dalam prosedur lelang mempunyai aturan yang
menjadi dasar hukumnya, karenanya perbuatan melawan hukum yang
berhubungan dengan dokumen persyaratan lelang, dapat diartikan perbuatan
melawan hukum dalam pengertian sempit, karena langsung melanggar suatu
peraturan hukum tertulis, sebagai akibat cacat hukum dalam pembuatan
dhukumen persyaratan lelang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan. Gugatan perkara dalam lelang, yang didasarkan PMH dalam
pengertian luas, misalnya harga yang terbentuk menurut penggugat terlalu
rendah/tidak realistis sehingga bertentangan dengan kepatutan dan melanggar
hak pemilik barang serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual
untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan
kepatutan dalam masyarakat.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum,
undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah
mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalam melaksanakan perbuatan
tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak
termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 BW. Jikapun dalam
hal tertentu dibelakukan tanggung jawab tanpa kesalah tersebut (strict
liability), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 BW, tetapi didasarkan
kepada undang-undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh hukum

24 Ibid h.10-11

25 Bermula dari negeri Belanda dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan
hanya untuk untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi
atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Perluasan makna tersebut bermula dari putusan Hoge Raad pada kasus Lindenbaum versus Cohen pada
tanggal 31 Januari 1919, Munir Fuadi ibid h.6
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mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya
jika memenubhi:
a. Ada unsur kesengajaan;
b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardiging-
grond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan
lain-lain.
Sebagai konsekuensi atas unsur kesalahan dan melawan hukum tersebut
diatas, haruskah bersifat akumulatif ataukah cukup salah satu saja? Hal ini ada
tiga aliran yang berkembang sebagai berikut:
a. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur melawan hukum saja;
b. Aliran yang menyatakan cukup hanya unsur kesalahan saja;
c. Aliran yang menyatakan diperlukan akumulasi, baik unsur melawan
hukum maupun kesalahan.
Dalam gugatan perkara perbuatan melawan hukum dalam lelang pengggugat
selalu mendalilkan adanya kesalahan dalam pembuatan dokumen persyaratan
lelang atau dalam pelaksanaan lelang, baik karena kealpaan maupun
kesengajaan, yang mengakibatkan kerugian si penggugat. Tergugat
dipesalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, oleh karenanya si tergugat
harus mempertanggungjawabkannya.
Adanya kerugian bagi korban;
Adanya kerugian (schade) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan
berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian
karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian
karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurispridensi
juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan
uang.
Bahwa di dalam lelang bentuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum
lebih diutamakan dalam petitum minta putusan hakim bahwa perbuatan lelang
adalah perbuatan melawan hukum (PMH), kemudian pemulihan pada keadaan
semula (dapat dengan uang pemaksa) dan uang. Gugatan PMH dalam lelang
lebih dominan menekankan penyebutan tindakan lelang sebagai PMH, bukan
pada pemberian ganti rugi. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk uang meliputi
ganti rugi materiil dan immaterial (moril). Ganti rugi materiil antara lain,
kerugian yang timbul sebesar selisih harga barang yang wajar dengan harga
barang pada saat barang dijual, biaya yang dikeluarkan penggugat mengurus
perkara. Kerugian immaterial (moril) antara lain berupa kerugian yang timbul
karena pengumuman lelang telah menjatuhkan harga diri, kerugian yang
timbul karena pelaksanaan lelang telah menjatuhkan harga diri dan
mencemarkan nama baik.
Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan Kkerugian.
Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang
diderita juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk
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hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori faktual dan teori
penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (caudation in fact)
hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi.
Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan
penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah
terdapat tanpa penyebabnya dan sering disebut dengan istilah but for atau sine
qua non.

Teori yang kedua adalah konsep ‘“sebab kira-kira” atau proximate causa
merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak
pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum
dan sering juga disebut dengan istilah legal causa.

Jika gugatan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan perbuatan yang
tidak langsung menyatakan pelelangan sebagai perbuatan melawan hukum,
maka petitum dan amar putusan lebih dulu menyatakan perbuatan tersebut,
misalnya pengikatan, penyitaan, perjanjian kredit, jumlah hutang, sebagai
perbuatan melawan hukum, kemudian baru menyatakan pelelangan sebagai
perbuatan melawan hukum, karena merupakan tindak lanjut dari perbuatan-
perbuatan yang sebelumnya, yang telah dinyatakan cacat hukum.

Kebutuhan akan lembaga lelang, salah satunya untuk memenuhi atau
melaksanakan putusan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa
berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan hukum (law
enforcement). Lelang menciptakan nilai dari suatu barang yang menjadi objek
sengketa dalam suatu objek putusan peradilan atau barang jaminan yang
menjadi objek dalam suatu sengketa berdasarkan undang-undang seperti
penyelesaian kredit macet oleh lembaga penyelesaian kredit macet oleh
Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam lelang eksekusi, penjual tidak langsung sebagai pemilik barang, tetapi
dilakukan oleh karena adanya kuasa undang-undang dalam hal ini Pengadilan
Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atau bank kreditor. Kuasa
tersebut diberikan berdasarkan Undang-undang, bukan berdasarkan
kesukarelaan pemilik barang, karenanya penjualan lelang bukan kesukarelaan
pemilik barang, sehigga seringkali timbul gugatan dari pemilik barang, baik
oleh debitor pemilik barang maupun pihak ketiga pemilik barang.

Hukum hanya memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan haknya dengan
adanya perbuatan jual beli lelang yang dilaksanakan melalui kantor lelang,
dapat mempertahankan hak/kepentingannya dengan mengajukan gugatan ke
pengadilan,’°dengan harapan pengadilan akan memberikan hukum atas
sengketa yang dihadapinya.

26 Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cetakan Kedua,

Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 2012, h.75
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Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan baik tingkat pertama atau banding
ataupun tingkat kasasi kebanyakan terkait PMH dalam arti luas. Pertimbangan hakim
terkait PMH dalam arti luas karena melanggar hak termohon lelang/pemilik barang
dan harga yang tidak objektif dan tidak realistis/terlalu rendah sehingga bertentangan
dengan kepatutan serta kewajiban hukum si penjual untuk mengoptimalkan harga jual
lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dalam
berbagai putusan, dengan dikabulkannya petitum penggugat terkait PMH dalam arti
luas yaitu pelaksanaan lelang melanggar hukum namun lembaga peradilan tidak serta
merta menyatakan risalah lelang batal demi hukum atau bahkan pelaksanaan lelang
sendiri batal demi hukum.

Dalam salah satu putusan hakim, pertimbangan hakim dengan menyatakan
perbuatan tergugat KPKNL yang telah melaksanakan lelang adalah sebagai perbuatan
melawan hukum yaitu terkait harga yang terbentuk dari lelang terlalu rendah/dibawah
harga pasaran. Implikasinya dari putusan tersebut adalah, yaitu®’:

a. Barang kembali kepada sisi semula/ dalam kepemilikan si penggugat/ debitor,
maka otomotis hak pembeli lelang atas objek lelang akan berakhir;

b. Bank kreditor tidak berhak atas pemenuhan perjanjian kredit atau kewajiban-
kewajiban tereksekusi lelang atas barang objek lelang, barang kembali ke
dalam status barang jaminan. Terjadi penundaan untuk memperoleh

pemenuhan perjanjian kredit dari pihak debitor;

27 Putusan Perkara PN Kelas 1A Jakarta Selatan No.:92/PDT.G/ 2012/PN. Jkt.Sel perkara
yang ditangani oleh KPKNL Serpong
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Terhadap pembeli lelang, implikasinya berupa hak pembeli lelang tidak
dilindungi oleh hukum yaitu berupa hak-hak yang melekat atas hak atas objek
lelang yang dibelinya tidak dapat dinikmati.

Putusan hakim yang menyatakan perbuatan pelelangan yang dilaksanakan

KPKNL adalah sebagai perbuatan melawan hukum ini sangat menarik terkait

argumentasi hakim yang menyatakan bahwa perbuatan lelang adalah perbuatan

melawan hukum dikaitkan dengan harga lelang yang terlalu rendah dari harga

pasaran. Beberapa alasan tersebut adalah:

1.

TESIS

Lelang adalah mekanisme pasar.

Dalam pembentukan harga semata-mata ditentukan oleh mekanisme adanya
permintaan dan penawaran. Sementara kewenangan menetapkan nilai limit
ada pada pihak penjual. Pejabat lelang adalah sebagai agen dari penjual yang
mempertemukan dengan pembeli. Harga yang terbentuk pada saat lelang
tanpa ada campur tangan dari Pejabat Lelang. Bahkan ketika harga yang
ditawarkan oleh penjual menurut pembeli terlalu mahal, sehingga peminat
lelang tidak mampu menawarkan minimal dari nilai limit pelaksanaan lelang
harus ditunda dan tidak boleh dipaksakan untuk dilepas. Kecuali dalam lelang
noneksekusi sukarela berupa barang bergerak yang tidak mencantumkan nilai
limit.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Pejabat Lelang tidak
boleh menolak permohonan lelang yang diajukan. Lelang yang dilaksanakan

oleh Pejabat Lelang adalah by order, artinya harus ada permohonan dari pihak
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pemohon/penjual. Kondisi ini menjadi menarik ketika lelang yang
dilaksanakan ternyata nilai limit yang ditetapkan penjual yang tidak bisa
dikontrol oleh Pejabat Lelang, ternyata di bawah nilai pasar yang berlaku.
Kewajiban melaksanakan lelang berhadapan dengan potensi akan ada gugatan
pasca lelang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/ Pmk.06/
2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan kontruksi hukum
terkait nilai limit khususnya terkait lelang eksekusi atas barang tetap berupa
tanah /dan bangunan sebagai berikut:

Penetapan nilai limit, berdasarkan:

Penilaian oleh penilai; dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan
kompetensi yang dimiliknya. Pada intinya berupa orang pribadi atau
perusahaan yang berada diluar pemilik barang/pemilik jaminan yang dijamin
kenetralannya dan professional dalam melaksanakan tugas penilaian serta
tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya.

penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. Berasal dari intern pemohon
lelang/pemilik barang.

Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil

penilaian dari penilai.

KEABSAHAN LELANG OBIJEK... NITA SETYANI PUTRI



b.

68
IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi
berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual
berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

Dalam hal Lelang Eksekusi Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi
Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit paling sedikit
Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah) ; Nilai Limit harus ditetapkan oleh

Penjual berdasarkan hasil penilaian dari penilai.

Pengaturan terkait nilai limit tersebut diatas sangat menarik yaitu antara lain:

Diharapkan dapat lebih memberi perlindungan hukum kepada pembeli selaku
pembeli yang beritikad baik membeli barang melalui penjualan umum;
Sebagai guidance/petunjuk yang lebih pasti bagi pejabat lelang dalam
memimpin lelang terkait harga yang ditetapkan penjual. Walaupun tetap tidak
menutup kemungkinan sama sekali bagi yang merasa haknya telah dilanggar
untuk mengajukan gugatan;?®

Petunjuk yang jelas bagi penjual agar dalam menentukan nilai limitnya
dengan memperhatikan asas kepatutan/kewajaran. Karena selama ini ada
indikasi, pihak bank kreditur dalam memohon lelang ada indikasi menjual
hutang dan bukan berusaha mencari kewajaran harga barang yang dijual.
Dalam lelang hak tanggungan Pasal 6 UUHT ketika kreditur pemegang hak
tanggungan akan mengikuti lelang berapun harganya ataupun terkait nilai

objek yang akan dilelang minimal Rp.1.000.000.000.000,00 (satu Milyar

TESIS

28 Bahder Johan Nasution, Op.Cit, h.75

KEABSAHAN LELANG OBIJEK... NITA SETYANI PUTRI



TESIS

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

rupiah) wajib dengan penilai independen. Pengaturan ini sangat menarik
karena selama ini potensi gugatan dari lelang eksekusi hak tanggungan Pasal
6 UUHT menduduki peringkat tertinggi nasional dalam gugatan yang harus
dihadapi oleh KPKNL di seluruh Indonesia. Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL
sebagai agen dari penjual sering direpotkan oleh pihak penjual dengan
seringnya beracara di Pengadilan karena adanya gugatan lelang eksekusi hak
tanggungan Pasal 6 UUHT ini.

Nilai Limit pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah
dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pemilik Barang, berdasarkan hasil
penilaian dari penilai. Hal ini juga sangat menarik karena dalam lelang non
eksekusi Noneksekusi Sukarela atas barang tetap yang sering terjadi disinyalir
adanya penyelundupan pajak. Terutama lelang yang dilaksanakan oleh pejabat
lelang kelas II/balai lelang. Harga yang terbentuk dalam lelang jauh di bawah
harga pasaran yang penting telah diatas nilai limit. Penetan nilai limit oleh
penjual sebelum pengaturan nilai limit oleh PMK No 27/ Pmk.06/2016 ada
indiksasi penyelundupan pajak. Hal ini bisa terjadi karena adanya itikad yang
tidak baik antara pejabat lelang kelas II dengan penjual serta pembeli melalui
penetapan nilai limit serendah mungkin. Harga yang dicatumkan tidak sesuai
dengan nilai rupiah yang dibayarkan pembeli yang sesungguhnya. Namun
demikian pengaturan ini menurut penulis juga menjadi buah simalakama,
keinginan kita untuk memasarkan lelang melalui lelang sukarela menjadi

sedikit terhambat. Ada beberapa alasan, yaitu:
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a. Biaya appraisal yang relative mahal;

b. Barang yang ditawarkan belum mesti terjual sementara biaya appraisal
sudah dikeluarkan;

c. Kemandirian penjual tereduksi dengan pengaturan ini. Dalam jual beli
pada prinsip adalah penjual berhak mengalihkan berapapun nilainya,
pengaturan nilai limit menjadi domain privat sehingga kurang pas
kalau pemerintah ikut mencampurinya. Terkait adanya pengaturan
penyelundupan pajak tidaklah bisa menjadi acuan karena ketika
pengumuman lelang dilaksanakan dengan baik harga yang tinggi
diharapkan dapat terlaksana. Walaupun dalam praktek (lelang
sukarela), kita tidak bisa menafikan adanya praktek manipulasi harga.
Kondisi inipun terjadi juga dalam jual beli di notaris.

3.2.3 Perjanjian Ulang Kredit (Reschedule Kredit)
Rescheduling adalah penyelamatan kredit dengan menjadwal ulang jangka
waktu pembayaran yang pada umumnya dilakukan adalah perpanjangan jangka waktu
dengan tujuan angsuran debitur lebih kecilsesuai kemampuan.?
Secara umum fasilitas yang diperpanjang adalah :

- Cash Flow masih ada namun berkurang usaha masih jalan.

- Selama menunggak masih melakukan pembayaran namun jumlah tidak
mencukupi

- Debitur beritikad baik

? Budi Kagramanto, Buku Ajar Hukum Perusahaan, Unair, Surabaya,2015, h.15,
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Penilaian ulang agunan masih mengcover
Debitur mempunyai dana untuk membayar sebagian tunggakan termasuk
denda dan biaya yang timbul dari rescheduling.

Untuk reschedule tersebut debitur harus membayar tunggakan bunga, denda

dan berikut biaya droping.

1.

2.

TESIS

Wawancara untuk analisa usaha terakhir dengan debitur

Membuat penilaian ulang agunan

Membuat WAR form 1, 2a, 2b dan 8

Membuat SI, CFR baru

Mempersiapkan SPK baru berikut akta — akta pengikatan agunan
Kolektibilitas mnjadi Kurang Lancar (untuk laporan ke Bendahara)

Fasilitas menjadi lancar, apabila tidak terjadi tuggakan angsuran pokok

dan/atau bunga selama 3 (tiga) kali periode pembayaran secara berturut — turut
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BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan dan saran

sebagai berikut :

4.1 Kesimpulan

1.

TESIS

Restrukturisasi tidak wajib dilakukan didalam kredit bermasalah di
perbankan akan tetapi dapat dilakukan, karena tidak wajib maka dapat
dilaksanakan lelang, bank dapat melakukan resturkturisasi jika ada
kesepakatan di dalam perjanjian kredit antara bank dan debitur maka harus
melalui restrukturisasi, dan jika tidak ada kesepakatan maka bank dapat
langsung melakukan lelang terhadap objek jaminan. Dan jika kalau
restrukturisasi gagal, yaitu debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya,
maka dapat melakukan perjanjian ulang antara debitur dan bank dengan
menyesuaikan kemampuan usaha debitur. Jadi semacam membuat
kesepakatan baru, kalau ternyata masih belum bisa membaik, maka
langkah selanjutnya debitur mau tidak mau harus menjual assetnya untuk
melunasi tunggakan atau bahkan mengurangi total pinjaman sehingga
kewajiban angsuran bulanan juga mengecil.

Larangan pencantuman janji yang demikian itu, dimaksudkan untuk
melindungi debitor, agar dalam kedudukan yang lemah dalam menghadapi
kreditor (bank) karena dalam keadaan sangat membutuhkan utang (kredit)

terpaksa menerima janji dengan persyaratan yang berat dan merugikan

72
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baginya. Tanah sebagai objek Hak Tanggungan nilainya cenderung
semakin meningkat dan biasanya nilai objek Hak Tanggungan lebih besar
dari nilai utang debitor, sehingga jika kreditor dapat serta merta memiliki
objek Hak Tanggungan apabila debitor wanprestasi hal ini tentu sangat

merugikan debitor.

4.2 Saran

1.

TESIS

Jika debitur ingin melakukan restrukturisasi kredit maka sebelumnya
debitur dan kreditur harus membuat perjanjian terlebih dahulu berdasarkan
Pasal 1338 BW.

Jika debitur ingin melakukan pembatalan lelang eksekusi hak tamggungan
maka sebelumnya debitur melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan
kreditur apakah lelang eksekusi hak tanggungan tersebut dapat dibatalkan,
atau benda jaminan tersebut langsung dilelang. Karena yang dapat

melakukan pembatalan lelang hanya penjual (kreditur).
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